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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu
memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan

daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan
kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan
daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat
(2), maka Dokumen RPIJMD Kabupaten Bangli Periode 2025-2029 merupakan
penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama
bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Bangli.
RPIMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka
menengah Pertama pada periode RPIPD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045.

Sinkronisasi antara Rancangan Teknokratik RPIMD dan KLHS sudah
dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan
permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat
termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam
RPIMD dengan sebaik- baiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa
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1.2

RPIMD terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku
kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1)
dinyatakan bahwa RPIMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik
(sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56-63).

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau
pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis,
sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan
Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Bangli untuk
menyusun dokumen RPIMD Tahun 2025-2029.

Identifikasi Permasalahan
Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya

yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah
pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan
kesatuan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang
telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula
berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian
kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Bangli diuraikan berdasarkan
faktor-faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau
terhadap beberapa urusan yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap
munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat
memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi
kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bangli
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1.3

Tahun 2025-2029, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka
menengah daerah.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan, maka disusun
Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli
Tahun 2025-2029. Agar dokumen RPIMD tersebut memiliki kekuatan hukum maka
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan
hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut
dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum
masyarakat.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta
cara untuk mengatasi permasalahan tersebut;

2) Merumuskan permasalahan hukum vyang dihadapi sebagai alasan
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPIMD sebagai dasar
hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan
bermasyarakat;

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPIMD;

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,
jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPIMD.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau
referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPIMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.
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1.4 Metode

1.5

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis
normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka
yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum
lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi
lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah
data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan,
perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil
pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi
dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar
pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian
normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif)
yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan
kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang
berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Sistematika Penulisan
Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Bangli tahun 2025-
2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kajian Teoris dan Praktik Empiris

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait
Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan
Bab VI : Penutup
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis
2.1.1 Konsepsi Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi

aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan
penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam
Tjokroamidjojo (1996) bahwa “Perencanaan pada asasnya berkisar kepada dua hal,
yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang
hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh
masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara
alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.”

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan
melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai
bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna
mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang.
Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan
perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan
dalam perencanaan.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga)
yaitu:

a) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya
disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana
jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih
akurat.

b) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4
(empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun
masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral)
sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

¢) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10
sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan
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yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (Munir, 2002).

2.1.2 Siklus Perencanaan Teoritis
Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah

tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Diamar (2007) menyatakan bahwa
proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai {nilai-nilai)
yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti
dijelaskan pada gambar berikut.

Pengenalan

Potensi
ebab
Mpe slah Akibat X

Analinls

>
m? | Prmleisuan
¢
Perumusan

Rancangan

Alemnatil
Evaluasi | o \Rencana

Ex —Ande

Gambar 2.1 Siklus Perencanaan Teoritis

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri
dari:

1. Assessrnent of need's
Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian

kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat,
dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau

memenuhinya.

2. Determination of goals
Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi
ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau
undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.
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3. Design of altermative actions
Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan
yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Estirmation of conseguenaes of alfermative actions
Langkah ini berisi analisis atas aiternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau
dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-
masing alternatif tindakan.

5. Speaification of obyactives

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat
diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.

6. Selection of awurce of action
Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang
dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan
kelemahan dari masing- masing alternatif tindakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau
kegiatan utama yaitu:

a. Pengenalan potensi dan masalah;
b. Perumusan rancangan/tujuan;
¢. Pelaksanaan rencana.

2.1.3 Perencanaan Strategis
Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat

keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi
organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu
(Olsen dan Eddie, 1982).

Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri dari 8 (delapan)
langkah vaitu :

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;



4. Menilai lingkungan eksternat {peluang dan ancaman);

5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);

6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPIMD
Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat,
kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan,
kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman,
kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika,
keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan
kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di
atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPIMD Kabupaten Bangli 2025-
2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Asas kejelasan tujuan
Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga
negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang
berwenang. Peraturan perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal
demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak
berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan
materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPIMD Kabupaten Bangli 2025-
2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
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dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan
efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik
secara filosofis, sosiofogis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang
RPIMD Kabupaten Bangli 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal
tersebut, Dokumen Rencana RPIMD Kabupaten Bangli 2025-2029 diharapkan
dapat dilaksanakan untuk periode S (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman
penyefenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan
seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bangli.

- Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan  perundang-undangan disusun  berdasarkan kebutuhan dan
kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangli 2025-
2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Bangli.

. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan
peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga
tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi  dalam  pelaksanaanya.
Penyusunan peraturan daerah tentang RPIMD Kabupaten Bangli 2025-2029 dibuat
sesuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian,
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-



luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan
dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan
dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya
apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan
sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta
Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Bangli sudah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1)
Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau
satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif,
melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan;
(3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan
Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka
menengah; dan (4) Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yaitu
menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas
disefaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi
pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan
bottorn-up melalui pelaksanaan Musrenbang RPIMD. Musrenbang RPIMD dilaksanakan
dan dikoordinasikan oleh Bappeda atau sebutan fainnya. Musrenbang RPIMD
dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap
rancangan RPIMD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan
karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya.
Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangli antara lain:

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan top-down, hal ini
berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan ticak sesuai



kebutuhan masyarakat;
2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga

perlu penyelarasan lebih lanjut;
3. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang
berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPIMD
Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029
RPIMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan
dan mempedomani RPIMN Tahun 2025-2029 dan RP3MD Provinsi Bali Tahun 2025-
2029, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Kabupaten Bangli Tahun
2025-2029 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPIPD) Kabupaten Bangli 2025-2045. Sesuai tahapan RPIPD
tersebut, RPIMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 berada pada tahap I (2025-
2029) yang diarahkan pada Penguatan Pondasi Transformasi mewujudkan
masyarakat Kabupaten Bangli yang Maju, Adil dan Makmur melalui percepatan
upaya-pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya
stuktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kabupaten Bangli yang
kokoh berlandaskan keungguian kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh
Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Penyusunan RPIMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Bangti Tahun
2023-2043 vaitu pada kebijakan pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut
digunakan sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras
dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangli. Sefain berpedoman dan
memperhatikan RPIJM Nasional, RPIPD Provinsi dan RTRW Provinsi, RPJPD
Kabupaten Bangli dan RTRW Kabupaten Bangli, penyusunan RPIJMD juga
memperhatikan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi)
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS).
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RPIJMD vyang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan
menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani
isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan RPIJMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen
perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Bangli yang memuat prioritas program
dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara diagramatis hubungan
antara dokumen RPIMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada
Gambar : 3.1.

Gambar 3.1 Hubungan Antara Dokumen RPIMD Dengan Dokumen Perencanaan

.........................................................................................
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Lainnya

3.1.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Provinsi Djawa
Tengah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

|111-2



Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan:;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

3.1.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

1.
2

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3.1.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan

1,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
2025-2045;
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli
Tahun 2025-2045
3.1.4 Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043.
3.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau
disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap
warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik
untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan
pemerintahan waijib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan

HE o W g e
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6. Sosial

3.2 Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Terkait 3.2.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah
Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 260 menyatakan bahwa :

(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional,

(0) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan daerah.

(1) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah yang mengacu kepada RPIPN;

b.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat
daerah dan fintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
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tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPIPD dan RPIMN;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari
RPIMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 {satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat RPIPD dan RPIMD ditetapkan dengan Peraturan daerah
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan  pemerintahan  mensyaratkan pembagian  urusan
pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan
pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan
yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena
menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara
keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri,
pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan
pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan
yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan
pilihan. Urusan pemerintahan wajib adatah suatu wurusan pemerintahan yang
berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan
kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan
pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan
kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPIMD adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur
staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga
sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
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spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah
dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah
adanya urusan pemerintahan yang periu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap
penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.
Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan
keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang
harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi
geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan
urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena
itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak
sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam
peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.2.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

3.23

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara,
menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian
dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengeiolaan keuangan negara dari
presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala
pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut
berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa
gubernur/bupati/walikota bertanggungiawab atas pengeiolaan keuangan daerah
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
pernerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem
perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima)
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pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik,
partisipatif, atas-bawah (fop-down) dan bawah-atas (boltom-up). Pendekatan ini
dilaksanakan menurut Jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan
bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.

Menurut  Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan
sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan
sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan
Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/ Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam
rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan
rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah.
Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan
kementerian/lembaga/perangkat daerah  sesuai  dengan tugas dan
kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan
pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan
informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.
Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum
dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup
masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak
(tmpact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga,
baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja
pembangunan yang merupakan dan atau  terkait dengan fungsi dan
tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaiuasi kinerja proyek pembangunan,
kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan
petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode,
materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah
rencana.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi
peningkatan pengembangan sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat,
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oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan
oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku
kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan
rancangan awal RPIMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah ke dalam strateg pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas
kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat
daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPIMD.
Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPIMD dengan menggunakan
rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPIPD.
Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan
Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan
dalam penetapan peraturan daerah tentang RPIMD karena menurut pasal 15
peraturan ini disebutkan bahwa RPIMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
setefah berkonsuitasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
setelah kepala daerah dilantik.
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4.1

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya
meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis
adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa
landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-
undangan yang disusun,

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan
nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
memperhatikan tantangan perkembangan globa! sebagaimana tercantum dalam
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses
pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional
yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II
Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap
langkahnya, antara lain :

1. Seiuruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam
pembangunan nasional;

2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta
penghapusan ketidakadilan;

3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;

4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan

5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang
berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan
nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila
sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan
secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi
untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat
sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita
kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana,
menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan
kemampuan nasionat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat

dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan
merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan
pembangunan nasional, diperfukan suatu rencana pembangunan yang dapat
mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD). Proses penyusunanan RPIMD
dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan
partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku
pembangunan. RPIJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program
prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan
selama lima tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan lima tahunan
yang diuraikan dalam dokumen draft RPIMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur
pelaku pembangunan di Kabupaten Bangli, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan
program strategis nasional.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi
dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun
mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum
tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan.
Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025-
2029.
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4.2

Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan

budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa
masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosiainya.
Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada
dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa
mendatang.

Kabupaten Bangli terletak pada belahan bagian tengah Pulau Bali membujur
dari barat ke timur pada posisi 8c 08’30"- 80 31'07” LS dan 1150 13" 43" - 1150 27° 24"
BT. Secara administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan dan
72 desa/kelurahan yaitu: Kecamatan Susut (9 Desa), Kecamatan Bangli (4 Kelurahan
dan 5 Desa), Kecamatan Tembuku (6 Desa) dan Kecamatan Kintamani (48 Desa) dan
sebanyak 170 desa adat serta 361 banjar adat. Berikut adalah rincian pembagian
administratif masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangli.

lLuas wilayah Kabupaten Bangli berdasarkan RTRW Bangli Tahun 2023-2043
adalah 52.676 Ha. Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kawasan Perkotaan Bangli,
meliputi Kelurahan Kubu, Kelurshan Cempaga, Kelurahan Kawan dan Kelurahan
Bebalang. Adapun batas-batas dari wilayah Kabupaten Bangli vaitu:

Sebelah Utara 3 Kabupaten Buleleng

Sebelah Timur - Kabupaten Karangasem

Sebelah Selatan : Kabupaten Klungkung

Sebelah Barat - Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung

Jumlah penduduk Kabupaten Bangli berdasarkan Data Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebesar 258.146 jiwa dimana konsentrasi
jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Kintamani yaitu 110.945 jiwa atau
42,86% dari total penduduk domisili di Kabupaten Bangli. Hampir separuh jumlah
penduduk di Kabupaten Bangli merupakan penduduk di Kecamatan Kintamani.
Sedangkan Kecamatan susut merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk
terendah yaitu 49.425 jiwa atau 19,18% dari total jumlah penduduk Bangli
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Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli, maka pemerintah daerah
memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki
untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan
pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah
untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi,
tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kejahteraan
masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata
diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan
perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang
melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku
kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang
bersifat jangka menengah adalah RPIMD Kabupaten Bangli.

RPIMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat
tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan
visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih, RPJMD memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta
meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan
daerah tentang RPIJMD Kabupaten Bangli dengan harapan penetapan peraturan
daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapai
tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli periode 2025-2029.



4.3

Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD) Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasionat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Penggan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856) agar ditambahkan;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6871);

. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041});

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Par:sipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6133);



8. PeraturanPemerintahNomor33Tahun2018tentangPelaksanaanTugasdanWewenang
Gubermur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6224);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis datam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018, Nomor 459);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan
Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125;

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); dan

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangli Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor
1); dan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangii Tahun 2024 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15);



Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan
peraturan daerah RPIMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 periu segera disusun
dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPIMD Kabupaten BangliTahun 2025-
2029, paling lama 6 {(enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa
produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan
pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.
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BABYV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan
Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029
adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bangli sesuai pada Visi dan Misi yang
akan raih.
5.1.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Bangli tahun 2025-2029 merupakan
implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Bangli periode tahun 2025-2029 yaitu:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA
PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA
BARU DI KABUPATEN BANGLI”

Dengan fagline “Bangli Jengah® (Pesaje Ngayah) yang mengandung
pesan moral ajakan kepada seluruh masyarakat Bangli untuk bersama-sama,
bahu-membahu, bergotong-royong, bersatu-padu dengan penuh kesadaran
tanggung-jawab tulus-iklas untuk bangkit membangun Bangli. Bangli
Jengah bukan sekadar slogan, tetapi mencerminkan tekad kita untuk
bangkit, bergerak maju, dan berdikari dalam membangun daerah yang

berkelanjutan dan berdaya saing.



5.1.2 Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah
Kabupaten Bangli tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.

2. Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, dan
terjangkau

3. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan
Pengembangan Industri

4. Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu yang inklusif, Periindungan
Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

5. Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan
ekonomi Kreatif

6. Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan
Ketahanan Terhadap Bencana
Mewujudkan Good Governance
Memperkokoh Kehidupan Demokrasi dan Budaya Hukum
Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang
Terintegrasi.

5.1.3 Tujuan dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bangli tahun 2025-2029 lebih
terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan

secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bangli tahun 2025-

2029 meliputi 10 (sepuluh) tujuan dan 30 (tiga puluh) sasaran, yang diuraikan sebagai
berikut.

1

Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
Tujuan : Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan
berkeadilan

Sasaran : (1) Meningkatkan Akses dan kualitas pendidikan; (2) Meningkatkan
literasi masyarakat
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Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, dan
terjangkau

Tujuan : Meningkatnya pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata,
dan terjangkau

Sasaran : (1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (2) Meningkatkan
Keluarga yang berkualitas.

Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan
Pengembangan Industri

Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan
Pangan, dan Pengembangan Industri.

Sasaran : (1) Meningkatkan Daya Saing Pertanian Lokal; (2) Meningkatkan daya
saing tenaga kerja, kualitas koperasi dan UMKM; (3) Meningkatkan nilai tambah
perdaganganan dan daya saing industri lokal; (4) meningkatkan layanan investasi
Daerah.

Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu yang inklusif, Perlindungan
Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Tujuan : (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; {2) meningkatnya peran
serta Perempuan dan anak dalam pembangunan.

Sasaran : (1) Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat miskin; (2) meningkatkan
kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan
ekonomi Kreatif

Tujuan : Meningkatnya Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan
ekonomi Kreatif

Sasaran : (1) Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif; (2)
meningkatkan pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi lokal.

Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan
Ketahanan Terhadap Bencana

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap
Bencana

Sasaran : (1) Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan; (2) Menguatnya
Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana.

Mewujudkan Good Gaovernance

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
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Sasaran : (1) Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil yang efektif dan efisien; (2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan
kemandirian desa; (3) Meningkatkan fayanan publik, layanan statistik yang
akurat berbasis digital dan menjaga keamanan informasi; (4) Meningkatkan Tata
kelola Arsip; (5) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
(6) meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; (7)
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah; (8) Meningkatkan
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel; (9)
Meningkatkan Pengetahuan, keahlian, Keterampilan dan profesionalitas ASN; {10)
Meningkatkan budaya riset dan inovasi dalam pemerintahan; (11) Meningkatkan
kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

8. Memperkokoh Kehidupan Demokrasi dan Budaya Hukum
Tujuan : Terjaganya Iklim Demokrasi Daerah dan Ketertiban Umum
Sasaran : (1) Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kehidupan
bermasyarakat; (2) Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan
Pancasila, demokrasi dan HAM.

9. Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang
Terintegrasi.
Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur yang Adil, Merata, dan Berkualitas
Sasaran : (1) indeks infrastruktur kabupaten; (2) Persentase areal kawasan
kumuh; (3) Rasio konektivitas kabupaten.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan
Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPIMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 ini

mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; dan b) Materi
yang akan diatur.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara

lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
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dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

. Bupati adalah Bupati Bangli;
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;
. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang
selanjutnya disingkat RPIMN 2025-2029 adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode lima tahun terhitung sejak Tahun 2025
sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan
program Presiden dengan berpedoman pada RPIPN;
. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peninhkatan indeks
pembangunan manusia;
. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada,
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPIMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun;
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11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun;

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran;

i4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi
tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana
struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten,
penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten;

15. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program;

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

b. Materi yang akan diatur
Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bangli Tahun
2025-2029 antara lain:
Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika
penulisanRPIMD.
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Bab 1I Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Bangli meliputi
gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan
permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan
target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Bab ini juga menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun
sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun
kedepan.

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait
dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama fima
tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran
umum daerah.

Bab III Visi, Misi, Tujuan, dan Program Prioritas Pembangunan
Daerah

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah
Kabupaten Bangli sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh
Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara
operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima
tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

Pada bab ini juga diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan
dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilh, dan
didukung dengan program pembangunan daerah.

Bab IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta
seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah
beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah
penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab ini juga menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU)
daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator
kinerja daerah.

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari
upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Bangli lima tahun
kedepan.
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peran penting dari naskah akademis dalam proses pembentukan Perda antara
lain naskah akademis merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam
proses pembentukan peraturan daerah. Naskah akademis memaparkan alasan-alasan,
fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunya suatu
masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Perda.
Naskah akademis menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, yuridis dan aspek
politik yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat. Naskah akademis
memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari Perda yang
akan dibuat dan Naskah Akademis (NA) digunakan sebagai penyaring, penyembatani
dan upaya untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk
Perda. Di samping itu, NA memberikan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan
legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat.
Berdasarkan dari pemahaman terhadap peran NA dalam pembuatan Perda,
keberadaan NA memang sangat diperlukan untuk sebuah Perda yang baik, aspiratif,
partisipasif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kualitas NA pun perlu
mendapatkan perhatian serius, NA yang tidak berkualitas akan menghasilkan Perda
yang tidak berkualitas pula. Untuk itu diperlukan strategi dan proses penyusunan NA,
sehingga menghasilkan NA partisipasif yang berkualitas.

6.2 Saran
1. Perlunya sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang RPIMD sebagai

bentuk kebijakan daerah dalam melakukan pembangunan daerah sebagai
penyempurmaan dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya;

2. Untuk menghasilkan dokumen draf Perda RPIMD yang aspiratif dan partisipatif
dalam penyusunan Perda RPIMD perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait
antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi,
stakeholder dan LSM.



